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ABSTRACT 
Local Regulation No. 13 of 2019 concerning the Spatial Plan (RTRW) of Batang 

Regency is the legal basis for the enforcement of spatial planning and utilization. Article 60 
paragraph (4) regulates the Rock Mining Area, which is limited to only six sub-districts. 
Although Article 137 paragraph (2) requires a spatial utilization permit for every activity, 
its implementation faces obstacles in the form of rampant violations of mining areas that do 
not comply with the provisions. Article 42 regulates administrative sanctions for violators, 
but does not provide detailed explanations on how to impose sanctions. This legal vacuum 
(leemten van normen) is exacerbated by the absence of a Regent Regulation as a derivative 
regulation, which was only formed at the end of 2024, creating a five-year legal vacuum. This 
normative empirical research, using a qualitative and maslaḥah approach, analyzes the 
implications of this legal vacuum on law enforcement. The findings show that during the 
2022-2024 period, there were various spatial planning violations, particularly in relation to 
rock mining permits, resulting in environmental damage, disasters, road damage, and local 
tax losses. Efforts to enforce the law have been ineffective because violations continue to recur. 
From a maslahah perspective, this regulatory vacuum causes harm and contradicts the 
principle of public interest, which should be the goal of spatial planning regulations. 
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ABSTRAK 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Batang merupakan landasan hukum penegakan penataan dan 
pemanfaatan tata ruang wilayah. Pasal 60 ayat (4) mengatur Kawasan Pertambangan 
Batuan yang dibatasi hanya di enam kecamatan. Meskipun Pasal 137 ayat (2) 
mewajibkan izin pemanfaatan ruang untuk setiap aktivitas, implementasinya menghadapi 
kendala berupa maraknya pelanggaran kawasan pertambangan yang tidak sesuai 
ketentuan. Pasal 42 mengatur sanksi administratif bagi pelanggar, namun tidak disertai 
penjelasan rinci tata cara pengenaan sanksi. Kekosongan hukum (leemten van normen) ini 
diperparah ketiadaan Peraturan Bupati sebagai aturan turunan yang baru terbentuk akhir 
2024, menciptakan kevakuman hukum selama lima tahun. Penelitian normatif empiris 
dengan pendekatan kualitatif dan maslaḥah ini menganalisis implikasi kekosongan norma 
terhadap penegakan hukum. Temuan menunjukkan bahwa periode 2022-2024 terjadi 
berbagai pelanggaran tata ruang khususnya izin pertambangan batuan, mengakibatkan 
kerusakan alam, bencana, rusaknya jalan, dan kerugian pajak daerah. Upaya penertiban 
tidak efektif karena pelanggaran terus berulang. Dari perspektif maslaḥah, kekosongan 
aturan ini mendatangkan kemudharatan dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan 
umum yang seharusnya menjadi tujuan pengaturan tata ruang. 
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Kata Kunci : leemten van normen; pertambangan; izin kawasan; maslahah. 
 
Pendahuluan 

Konstitusi Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum yaitu Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan khususnya dalam Pasal 33 ayat 

(3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan milik 

bangsa Indonesia dan kekayaan negara. Semua ruang dan Sumber Daya Alam (SDA) yang 

dimiliki dikuasai oleh negara untuk dipergunakan demi menciptakan kemakmuran bagi 

Indonesia. Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, bahwa ruang yang terdapat di wilayah 

Negara Indonesia wajib dipergunakan untuk kebaikan dan dalam hal ini konstitusi 

memberikan kuasa pada negara agar mampu mengelola, memelihara, dan memanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera 

serta terbentuknya tatanan kebahagiaan yang berkelanjutan dengan menimbang kebutuhan 

saat ini dan kebutuhan masa depan (Carnawi et al., 2022; Diniyanto, 2016a, 2018, 2021b, 

2022b, 2024; Muhtada & Diniyanto, 2018, 2021; Prasetyo & Diniyanto, 2021; Pratama, 

2023).  

 Peraturan mengenai pemanfaatan tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang. Adanya suatu proses penataan tata ruang 

bertujuan untuk mengendalikan penyelenggaraan penataan tata ruang Negara Indonesia. 

Perencanaan penataan tata ruang ini merupakan langkah awal ataupun konsep awal 

penataan tata ruang yakni menentukan struktur dan pola tata ruang suatu wilayah tertentu 

dengan maksud menghasilkan rencana umum tata ruang yang terperinci, karena ketika 

terjadi kesalahan tata ruang yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan akan 

menyebabkan berbagai permasalahan. Pembentukan peraturan mengenai perencanaan tata 

ruang ini bertujuan sebagai dasar dalam pengelolaan perencanaan tata ruang, 

mengoptimalkan pemanfaatan ruang, serta pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki 

setiap wilayah dapat dikelola dengan baik (Diniyanto, 2016b, 2019, 2022a; Pratama, 2024b).  

 Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang besar dan beragam 

yang diciptakan Tuhan bagi kelangsungan hidup makhluknya. Kekayaan sumber daya alam 

tersebut terdiri dari beberapa sektor diantaranya adalah sektor mineral, pertambangan, 

pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Semuanya dapat berperan penting dalam 

pembangunan perekonomian Negara Indonesia, yakni dalam hal ini harus diimbangi 

dengan pengelolaan yang baik. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki 

ketergantungan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki diantaranya adalah sektor 
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pertambangan. Kekayaan pertambangan yang terdapat di perut bumi bisa untuk diambil 

sewaktu-waktu dan bisa diolah menjadi sesuatu yang menjanjikan. Potensi yang dimiki 

tersebut harus mampu dikelola dengan baik demi terwujudnya keseimbangan pemanfaatan 

tata ruang yang baik (Fahmi & Widyawati, 2020; Hamzah, 2019; Jazuli, 2017; Salasa, 2021; 

Sholikin, 2018; Sri Rahayu et al., 2022; Yurista, 2022).  

 Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah 

dengan memberikan kekuasaan serta kemandirian, bukan berarti memberikan kemerdekaan 

namun kebebasan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah (Muhtada 

& Diniyanto, 2017; Nuswantoro, 2008). Setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan 

untuk menyusun kebijakan salah satunya dengan membentuk peraturan daerah (Diniyanto, 

2020a, 2020b, 2021c, 2021a, 2023; Diniyanto et al., 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; 

Muhtada et al., 2018; Pratama & Aziz, 2024). Dalam mewujudkan suatu pembangunan yang 

mampu mendukung pengembangan pemanfaatan tata ruang dan memajukan kesejahteraan 

masyarakat daerah, pemerintah mengeluarkan aturan terkait dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah demi mewujudkan tatanan ruang yang efektif, efisien, dan seimbang termasuk 

dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah.  

 Kabupaten Batang merupakan salah satu wilayah kabupaten yang berada di Provinsi 

Jawa Tengah. Kabupaten Batang mempunyai aturan yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Tahun 

2019-2039. Aturan tersebut ada untuk mengatur tatanan ruang di Kabupaten Batang dalam 

kurun waktu dua puluh tahun kedepan. Peraturan tersebut membahas mengenai tujuan, 

strategi, kebijakan, hal-hal umum, strategi penataan ruang, rencana pola ruang, strategi 

penataan kawasan kabupaten, petunjuk pemanfaatan ruang, rencana model ruang, 

pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengaturan kawasan strategis. Peraturan daerah ini 

muncul guna terwujudnya tatanan rung wilayah kabupaten yang berkualitas, nyaman, aman, 

serta berkelanjutan. Tentunya dengan adanya peraturan ini pemerintah daerah Kabupaten 

Batang berusaha mengatur tatanan wilayahnya dengan menimbang beberapa aspek agar 

terwujudnya cita-cita tatanan ruang yang baik bagi daerahnya dengan memperhatikan 

kondisi lingkungan.  

 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 telah mengatur terkait dengan rencana 

pola ruang yang bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan tata ruang di wilayah 

Kabupaten Batang agar tidak memunculkan permasalahan, yaitu salah satunya mengatur 

pemanfaatan tata ruang terkait dengan kawasan pertambangan dan energi. Terdapat dalam 

Pasal 60 ayat (1) sampai (6) bahwa kawasan pertambangan energi terbagi menjadi 3 (tiga) 
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kawasan yang meliputi: (1)Kawasan Pertambangan Mineral (logam dan batuan), (2) 

Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik, (3)Kawasan Panas Bumi. Penelitian ini memfokuskan 

pada Pasal 60 ayat (4) Perda Nomor 13 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “Kawasan 

pertambangan batuan terletak di 6 (enam) kecamatan, yaitu: Kecamatan Banyuputih, 

Kecamatan Gringsing, Kecamatan Limpung, Kecamatan Subah, Kecamatan Tersono, dan 

Kecamatan Tulis”.  

 Dalam pasal 60 ayat (4) tersebut, mengatur terkait dengan wilayah mana saja yang 

diperbolehkan untuk bisa dijadikan kawasan pertambangan khususnya ialah pertambangan 

batuan. Perlu diketahui bahwasannya Kabupaten Batang merupakan salah satu tempat yang 

secara geografis dapat dikatakan sebagai wilayah yang strategis dan potensial dalam sumber 

daya alamnya. Salah satu diantaranya adalah bahan batuan, pertambangan batuan banyak 

ditambang di daerah Kabupaten Batang dikarenakan sebaran bahan batuan ini merata di 

seluruh daerah Kabupaten Batang (Pratama & Yusron, 2024).  

 Sesungguhnya dalam perda tersebut telah meyebutkan bahwa segala aktivitas 

pemanfaatan ruang yang ada harus mempunyai ketentuan izin pemanfaatan ruang, 

perizinan pemanfaatan tata ruang ini harus ada sebelum pelaksanaan kegiatan permanfaatan 

tata ruang berlangsung. Hal tersebut diatur dalam Pasal 137 ayat (2), namun dalam 

implementasinya masih terdapai berbagai permasalahan terkait dengan kepatuhan individu 

atau perusahaan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Arahan sanksi telah diatur dalam 

peraturan daerah tersebut khususnya disebutkan dalam Pasal 142 yat (1) sampai (3) yaitu 

arahan sanksi ini diberikan ketika siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan tata 

ruang yang tidak selaras dengan perencanaan tata ruang akan diberikan sanksi administratif. 

Namun demikian dalam implementasinya aktivitas pelanggaran terhadap pemanfaatan tata 

ruang masih banyak ditemukan walaupun sudah ada regulasi atau aturan mengenai sanksi 

pelanggaran tata ruang.  

 Seperti halnya permasalahan izin kawasan pertambangan khususnya pertambangan 

batuan. Berdasarkan pada informasi yang didapatkan dari penataan ruang, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang mencatat bahwa masih banyak 

kegiatan pertambangan yang melanggar aturan tata ruang yang ada dan terindikasi bahwa 

kegiatan pertambangan batuan tersebut tidak memiliki izin.  Pihak dinas penataan ruang 

menyatakan bahwa pihaknya melakukan pembatasan wilayah pertambangan batuan pada 6 

(enam) kecamatan dilakukan dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Salah satunya 

adalah dengan melihat topografi wilayah dan mempertimbangkan mengenai posisi dan 

fungsi dari masing-masing wilayah tersebut. Menurut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
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PP) Kabupaten Batang juga menuturkan bahwa pihaknya sebagai penegak peraturan daerah 

telah banyak menindak aktivitas pelanggaran kawasan pertambangan batuan namun 

pertambangan tersebut masih tetap beroperasi seperti biasanya. 

 Sesungguhnya aturan mengenai sanksi izin kawasan pertambangan dalam perda 

tersebut harus diatur dengan jelas dan tegas agar dapat memastikan bahwa kegiatan yang 

berhubungan dengan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah daerah, sehingga tidak akan terjadi aktivitas pelanggaran kawasan 

pertambangan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan 

sekitar. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dalam Pasal 142 ayat (4) menyebutkan: “ 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati”. Penjelasan terkait dengan 

pasal tersebut adalah terkait dengan ketentuan lanjutan mengenai tata cara pemberian 

sanksi pada pelanggaran pemanfaatan tata ruang nantinya diatur dengan dibentuknya 

peraturan bupati.  

 Peraturan Bupati mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagai aturan 

turunan dari peraturan daerah tata ruang belum ada. Padahal adanya aturan tersebut 

digunakan sebagai peraturan penjelas ketika terjadi sebuah pelanggaran terkait dengan 

penataan ruang, sehingga aturan ini harusnya sudah dibentuk beriringan dengan 

dikeluarkannya perda tata ruang tersebut. Sebab, jika hal ini tidak diatur dan ditegakkan 

maka hal yang akan terjadi adalah semakin banyaknya aktivitas pelanggaran terhadap perda 

tersebut.  

  Dalam perspektif Maslaḥah, peraturan yang dibuat harus mampu mengutamakan 

kemaslahatan umum. Peraturan daerah mengenai rencana tata ruang ini harusnya mampu 

mengutamakan kemaslahatan umum dengan dikeluarkannya aturan penjelas seperti 

peraturan bupati agar penegakan hukum terkait dengan pelanggaran terhadap pelanggaran 

tata ruang dapat dilaksanakan dengan maksimal. Namun, peraturan bupati yang mengatur 

mengenai tata cara pengenaan sanksi tersebut belum ada atau dapat dikatakan terdapat 

adanya kekosongan hukum (leemten van normen), sehingga hal ini berimplikasi pada maraknya 

pelanggaran tata ruang khususnya terkait dengan kawasan pertambangan batuan. 

Seharusnya peraturan mengenai sanksi harus dipenuhi agar sesuai dengan prinsip 

kemaslahatan umum, sebab aktivitas pelanggaran kawasan pertambangan batuan akan 

berdampak pada tatanan lingkungan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟an dalam 

surat Al-A‟raf ayat 56, Allah berfirman ((Indonesia, 2014):  

نَ  رِيْبٌ مِّ
َ
ِ ق
ه
 اللّٰ

َ
 رَحْمَت

َّ
 اِن
ۗ
مَعًا
َ
ط ا وَّ
ً
وْف
َ
وْهُ خ عُ

ْ
ا وَاد حِهَ

َ
 اِصْلَ

َ
رْضِ بَعْد

َ ْ
ِ الْ
وْا فِ
ُ
سِد
ْ
ف
ُ
 ت
َ
َِ وَلَ مُْ سِِ  يْنَْ

لْ
اا  
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 Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan 
baik, Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap sesungguhnya 
Allah sangat dekat dengan orang-orang yang sudah berbuat baik (Q.S Al-
A‟raf/56:7). 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh melakukan 

kerusakan dibumi. Adanya pelanggaran terkait dengan penataan ruang khususnya kawasan 

pertambangan batuan akan mendatangkan suatu kemudharatan (kerusakan). (Rzki & 

Banjarnahor, 2025) Jika pertambangan batuan dilakukan dengan skala besar dengan tidak 

menaati aturan yang sudah ditentukan maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap 

tata ruang yang sudah diatur sedemikian rupa dalam perda terkait dengan rencana tata 

ruang.(Sutaryono et al., 2021) Tentunya dibentuknya perda tata ruang dan peraturan bupati 

mengenai tata cara pengenaan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang sebagai peraturan 

turunan dari perda terkait dengan tata ruang ini tidak lain untuk terwujudnya kebaikan 

(kemaslahatan). Jika hal ini tidak ditegakkan maka nantinya akan mampu menimbulkan 

kerusakan lingkungan bahkan mendatangkan sebuah bencana. (Veggy Shintya Putri et al., 

2021) Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan, maka penulis memfokuskan 

bagaimana implikasi leemten van normen terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dan bagaimana tinjauan maslahah terhadap 

kekosongan aturan sanksi izin kawasan pertambangan di Kabupaten Batang. 

 

Metode 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris 

adalah dapat dimaknai bahwa penelitian ini tidak hanya berfokus pada hukum normatif saja 

yaitu terkait dengan hukum atau peraturan namun berfokus pada bagaimana perilaku 

hukum tersebut di masyarakat. Bagaimana hasil nyata hukum diterapkan, dipahami, dan 

dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat (Fajar & Ahmad, 2015; Hendrayana et al., 2022). 

Sifat penelitian ini merupakan penilitian field research (penelitian lapangan), artinya secara 

sistematis akan mengangkat data di lapangan atau dapat dikatakan datang langsung ke 

lapangan untuk memperoleh data, informasi, dan fakta konkret yang selaras dengan 

permasalahan yang diangkat (Benuf & Azhar, 2020; Efendi & Ibrahim, 2018; Muhaimin, 

2020; Nurhayati et al., 2021). 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan penelitian lapangan 

(obervasi), wawancara dengan teknik purposive sampling. Selain itu data yang dikumpulkan 

bersumber dari bahan-bahan atau referensi tentang hukum baik peraturan perundang-

undangan atau kepustakaan seperti karya tulis baik yang berasal dari artikel, jurnal, buku, 
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serta beragam sumber lain dari media sosial yang selaras dengan penilitian sehingga mampu 

memecahkan masalah yang diteliti. Kemudian, untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

penulis menggunakan Triangulasi Data yaitu dengan menggabungkan beberapa data dan 

sumber data yang ada sehingga nantinya bisa ditarik sebuah kesimpulan (Bachri, 2010; 

Hardani et al., 2020; Nurfajriani et al., 2024; Susanto et al., 2023). 

 

Pembahasan 

1. Implikasi Leemten Van Normen Terhadap Penegakan Hukum 

Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 

Leemten van normen dalam konteks hukum disebut juga dengan kekosongan 

hukum. Permasalahan tentang kekosongan hukum ini bisa terjadi karena beberapa hal 

yakni disebabkan keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam peraturan perundang-

undangan atau walaupun sudah diatur namun aturan yang terdapat  dalam peraturan 

perundang-undangan tidak disebutkan dengan jelas dan tidak diatur dengan lengkap. 

Keadaan tersebut sebenarnya sejalan dengan ungkapan yang menyatakan bahwa 

peraturan perundang-undangan akan senantiasa tertinggal dengan kejadian-kejadian 

dalam perkembangan kehidupan sebuah masyarakat.(Yunus et al., 2015) Leemten van 

normen atau kekosongan hukum juga dapat terjadi karena pihak yang memiliki 

kewenangan untuk menyusun ataupun membentuk peraturan perundang-undangan 

memerlukan waktu yang cukup lama dalam membentuk peraturan, sehingga akibat 

adanya kekosongan hukum ini akan berdampak dalam penerapan dan penegakan 

hukum yang menyebabkan ketidakjelasan atau kekacauan hukum (Budiman & 

Herningtyas, 2023).  

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 muncul sebagai aturan dasar dalam 

penegakan hukum terkait dengan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten 

Batang, dalam peraturan daerah tersebut juga sudah mengatur terkait dengan arahan 

sanksi yang akan diberikan ketika terjadi pelanggaran pemanfaatan tata ruang. Regulasi 

mengenai sanksi yang diberikan sesuai dengan Pasal 142 adalah dalam bentuk sanksi 

administratif atau sanksi yang bersifat non pidana. Namun dalam ketentuan sanksi 

tersebut tidak dijelaskan lebih rinci mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 

tersebut. Terdapat di Pasal 142 ayat (4) disebutkan bahwasannya “Ketentuan lebih 

lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan  Bupati”. Namun Peraturan Bupati sebagai 
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aturan turunan dan penjelas dari peraturan daerah tata ruang tersebut selama penelitian 

berlangsung belum terbentuk. Maka dengan itu dapat diketahui jika dalam peraturan 

daerah tersebut sudah diatur mengenai arahan sanksi namun aturan yang terdapat 

dalam perda belum disebutkan dengan jelas dan tidak diatur dengan lengkap.  

Peraturan Bupati sebagai aturan turunan mengenai tata cara pengenaan sanksi 

administratif tersebut baru terbentuk dan disahkan pada akhir tahun 2024, berarti 

dalam hal ini terjadi leemten van normen atau kekosongan hukum aturan mengenai 

peraturan lanjutan tata cara pengenaan sanksi pelanggaran tata ruang selama kurang 

lebih 5 (lima) tahun dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. 

Seharusnya adanya peraturan bupati tersebut disusun dan juga disahkan beriringan atau 

dibentuk lebih awal agar dapat memberikan sebuah kepastian hukum dalam 

pelaksanaan perda tata ruang. Keterlambatan dalam pembentukan Peraturan Bupati 

sebagai peraturan turunan akan mampu menghambat penegakan peraturan daerah tata 

ruang ini. 

Sebagaimana menurut pendapat dari  Lawrence M.Friedman yang menyatakan 

bahwa dalam penegakan hukum salah satu yang menjadi permasalahan utama yaitu 

terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut bisa menjadi 

kekuatan yang akan memperkuat penegakan hukum ataupun malah sebaliknya yaitu 

akan menjadi penghambat dalam penegakan hukum yang ada. Faktor hukum tersebut 

terdiri dari subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Diniyanto & 

Sutrisno, 2022; Friedman, 2013; Halim et al., 2023; Hutomo & Soge, 2021; Pahlevi, 

2022; Pratama, 2024a). 

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang ada, maka salah satu penghambat 

dalam penegakan perda tata ruang ini adalah terkait dengan substansi hukum yang 

terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019.Substansi hukum dapat 

dimaknai sebagai peraturan yang digunakan para pelaku hukum ketika melakukan 

perbuatan hukum (Sukadi, 2011). Substansi hukum juga dapat berkaitan dengan 

mudah atau tidaknya peraturan dipahami oleh para pihak. Jika substansi hukum 

disusun secara jelas dan tegas maka penegakan hukum atau peraturan akan lebih 

mudah terwujud, begitupun sebaliknya jika substansi hukum ini lemah dan disajikan 

kurang jelas akan mengakibatkan kesulitan dalam penegakan (Laksana et al., 2017, p.8).  

Keterlambatan pembentukan peraturan bupati sebagai aturan turunan 

mengenai pengenaan sanksi pelanggaran tata ruang berimbas menimbulan berbagai 

permasalahan. Sesuai dengan data yang sudah dituliskan dalam penelitian ini, bahwa 
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dalam kurun waktu tahun 2022-2024 ditemukan berbagai kasus pelanggaran tata ruang 

khususnya dalam izin kawasan pertambangan batuan. Dalam penegakan pelanggaran 

tata ruang tersebut pihak Satpol PP Kabupaten Batang sebagai penegak perarturan 

daerah sebenarnya sudah menerapkan sanksi administratif yang sudah disebutkan 

dalam perda, namun penegakan tersebut belum maksimal dikarenakan aturan tata cara 

lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran perda tata ruang 

khususnya pelanggaran izin kawasan pertambangan belum dijelaskan secara tegas dan 

jelas (Suharyo, 2017b). 

Akibat dari tidak adanya aturan tersebut pelanggaran kawasan pertambangan 

bataun masih bisa tetap beroperasi kembali. Selain itu, para pengusaha 

pertambanganpun nantinya masih tetap bisa beroperasi tanpa rasa takut, dan tentunya 

akan memberikan ketidakadilan bagi masyarakat yang terdampak kegiatan 

pertambangan batuan. Para pihak yang melanggar akan merasa tidak ada konsekuensi 

atas tindakan yang dilakukan mereka (Marcelleno et al., 2024).  Tidak adanya regulasi 

ini akan memunculkan konflik antara masyarakat, pemerintahan setempat dan pelaku 

penambangan.  

Padahal seperti yang kita ketahui, ketika kegiatan pertambangan batuan masih 

tetap beroperasi tidak sesuai dengan aturan rencana tata ruang akan mampu 

menimbulkan berbagai permasalahan (Sukadi et al., 2025), diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

a. Kerusakan Alam dan Bencana Alam  

Salah satu permasalahan yang muncul akibat dari adanya pelanggaran 

aktivitas pertambangn khususnya kawasan pertambangan batuan adalah 

kerusakan alam dan bencana alam. Kerusakan dan bencana alam yang terjadi 

diantaranya kerusakan tanah, tanah longsor, banjir, dan pencemaran air 

maupun udara. Kerusakan alam ini muncul karena tidak sesuai dengan 

rekomebdasi atau izin instansi pemeriantahan daerah yaitu dinas tata ruang itu 

sendiri.  

Para warga masyarakt juga menjado riau terutama yang memiliki tempat 

tinggal dekat dengan lokasi galian tambang. Perubahan kontur tanah akibat 

penambangan yang dilakukan di tebing khususnya menjadi salah satu ketakutan 

warga, yaitu nantinya bisa menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor 

yang menimpa warga sekitar tambang. Berdasarkan wawancara yang telah 

dilakukan, para warga mengatakan bahwa mereka merasa ketakutan akan 
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dilakukannya pertambangan secara terus-menerus. Mayarakat sekitar takut dan 

khawatir karena penambangan yang dilakukan semakin melebar, itu artinya 

besar kemungkinan akan terjadi tanah longsor terlebih lagi jika curah hujan 

tinggi dan ditakutkan dapat memakan korban jiwa. 

Berbagai keresahan warga yang sebagian merasakan gelisah adanya 

pertambangan tidak menjadi hirauan para pekerja tambang untuk meneruskan 

pekerjaannya. Karena bagi para pekerja tambang beranggapan bahwa mereka 

hanya menjalankan tugas dari atasnnya. Namun, persepsi masyarakat tidak 

beranggapan hal yang sama dengan para pekerja tambang. Mereka berasumsi 

bahwa para pekerja tambang tidak peduli dengan akibat yang terjadi karena 

penambangan tersebut.  

b. Akses jalan yang rusak  

Permasalahan yang muncul akibat dari pelanggaran kawasan 

pertambangan batuan bukan hanya bencana alam saja, namun adanya 

pelanggaran tersebut berdampak negatif terhadap akses jalan. Jalan yang 

berlubang dan rusak banyak dijumpai. Terlebih lagi jika cuaxa kemarau yang 

panas, jalan yang dilalui oleh trucj pengangkut batuan menimbulkan polusi 

udara yaitu debu akan berterbangan yang menganggu penggunan jalan.  

c. Kerugian Pemerintah Daerah  

Permasalahan yang muncul juga berimbas dirasakan oleh pemerintah 

daerah. selain warga masyarakat, pemerintah juga mengalami kerugian pajak. 

Pihak pemerintahan daerah tidak bisa menarik pajak daerah dari kegiatan 

pertambangan yang tidak sesuai dengan rekomendasi instansi terkait yang 

melanggar aturan peraturan daerah. Hal ini senada dengan yang diungkapkan 

oleh ketua Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP 

Kabupaten Batang, beliau menuturkan bahwa “Salah satu kerugian pemerintah 

daerah dari kegiatan pelanggaran aktivitas pertambangan yang tidak sesuai atau 

dilakukan diluar wilayah yang sudah diatur dalam aturan yaitu tidak bisa 

dikenakan pajak daerah”. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan banyak sekali implikasi 

kekosongan hukum mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran 

tata ruang. Tanpa adanya regulasi yang jelas, penindakan yang kurang optimal 

mengakibatkan pelanggatran hukum dan terdapat celah kasus pelanggaran 

hukum tata ruang yang tidak bisa ditangani dengan baik.  
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Selain penegakan hukum tidak bisa dilakukan dengan maksimal, kegiatan 

pelanggaran tata ruang khususnya  pertambangan batuan masih bisa tetap 

beroperasi walaupun sudah ditertibkan serta menimbulkan berbagai 

permasalahan bagi masyarakat dan juga berpengaruh pada lingkungan atau tata 

ruang Kabupaten Batang itu sendiri.  

Secara kesuluruhan kekosongan aturan lanjutan terkait dengan tata cara 

pengenaan sanksi pemanfaatan ruang khususnya pelanggaran izin kawasan 

pertambangan batuan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan 

masyarakat mulai dari tidak adanya kepastian hukum (Hasimi et al., 2022), 

bertambahnya permasalahan pelanggaran, berimplikasi kepada lingkungan 

sekitar dan juga berimbas kepada pemerintahan daerah. Oleh karena itu, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang harus mampu menyelesaikan 

permasalahan ini.  

 

2. Tinjauan Maslaḥah Kekosongan Aturan Tentang Sanksi Izin Kawasan 

Pertambangan Di Kabupaten Batang 

Prinsip Maslaḥah berkaitan dengan sudut pandang akal sehat manusia terhadap 

segala hal yang mendatangkan kebaikan serta menghindarkan dari kemafsadatan 

(keburukan atau kerusakan). Dalam hal mendatangkan kebaikan tersebut haruslah 

selaras dengan tujuan syara‟ yang bermakna bahwa setiap menetapkan suatu hukum 

maka harys senantiasa beriringan dengan prinsip Maslaḥah. Adanya Maslaḥah 

bertujuan untuk mencapai suatu hukum Islam  yang memberikan manffat untuk 

masyarakat dan menhindarkan mafsadah atau kerusakan (Haroen, 2007). Pada 

dasarnya Maslaḥah mempunyai dua sisi yaitu sisi positif yang mampu mewujudkan 

kebaikan (ijad al-manfa’ah) dan sisi negatif yaitu menjauhkan fari keburukan atau 

bahaya (daf al-mafsadah) (Asiah, 2020; Suwarjin, 2012). 

Terbentuknya suatu peraturan harus mampu memberikan manfaat yang 

diberikan pada setiap masyarakat atau individu. Peraturan tersebut harus mampu 

melindungi kepentingan umum, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, 

dan membantu keadilan serta kesejahteraan sosial (Azharie, 2023). Hukum yang ada 

sepatutnya dibuat untuk mendatangkan kemaslahatan dan menhindar dari 

kemafasadatan.  
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Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Batang jika dikaitkan dengan dengan Maslaḥah sisi positif, adanya 

aturan tersebut ingin menciptakan tatanan ruang yang sesuai demi mewujudkan 

Kabupaten Batang yang berkelanjutan dan terciptanya keseimbangan antara wilayah 

konservasi dengan wilayah eksploitasi (Yurista, 2022). Sedangkan dalam Maslaḥah sisi 

negatif, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan alam dan bencana alam 

yang disebabkan oleh pelanggaran tata ruang khususnya berkaitan dengan aktivitas 

kawasan pertambangan yang tidak sesuai dengan izin peraturan daerah yang ada 

(Asiah, 2020; Suwarjin, 2012).  

Aturan arahan sanksi ketika terjadi pelanggaran tata ruang pada Peraturan 

daerah Nomor 13 tahun 2019 masih umum dan belum terperinci. Aturan lanjutan 

mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif belum dijelaskan secara jelas dan 

tegas. Peraturan lanjutan tersebut dalam Perda Tata Ruang disebutkan akan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Akan tetapi peraturan bupati tersebut lama 

terbentuk sehingga terjadi ketidakjelasan dan kekacauan dalam penegakan hukum 

yang ada (Suharyo, 2017; Yonnawati, 2022). Seharusnya dengan dibentuknya 

Peraturan Bupati sebagai peraturan turunan dari perda tata ruang ini akan mampu 

memberikan sebuah kemaslahatan. kemaslahatan yang dimaksud adalah ketika ada 

peraturan yang jelas dan tegak, penegakan hukum terkait dengan pelanggaran 

terhadap perda tersebut dapat ditegakkan dengan maksimal (Jazuli, 2017; Sri Rahayu 

et al., 2022).  

Belum adanya peraturan yang lebih rinci tersebut mampu menghambat 

penegakan hukum dalam pelanggaran tata ruang. Contohnya sesuai dengan data yang 

sudah disebutkan dalam penelitian ini, bahwa setiap tahun terjadi pelanggaaran tata 

ruang khususnya izin kawasan pertambangan batuan. Walaupun sudah ditertibkan 

oleh para penegak perda pelanggaran tersebut masih tetap terjadi, sehingga dalam hal 

ini tidak mengacu pada kemaslahatan masyarakat.  

Dalam tinjauan Maslaḥah sesuai dengan pendapat dari Imam Al-Ghazali adanya 

Maslaḥah harus mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Kemaslahatan 

disini bukan hanya didasarkan pada akal saja namun harus sejalan dengan tujuan 

syara‟ yaitu memelihara lima pokok kehidupan (Syarifudin, 1999, p.368). Adapun 

fungsi Maslaḥah menurut Imam Al-Ghazali (Asiah, 2020) sebagai berikut:  
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(1) Maslaḥah tersebut termasuk Maslaḥah yang hakiki yakni benar-benar 

memberikan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan  

(2) Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang bersifat umum bukan 

bersifat khusus  

(3) Kemaslahatan tersebut harys selaras dengan tujuan syara’ dan tidak 

bertentangan dengan dalil yang qat’i.  

Jika fungsi Maslaḥah tersebut dikaitkan dengan kekosongan pengaturan 

lanjutan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang khususnya 

sanksi izin kawasan pertambangan batuan mendatangkan banyak kemudharatan. 

Tidak ada aturan yang tegas mengenai pengenaan sanksi tersebut berakibat semakin 

banyaknya kasus pelanggaran aktivitas pertambangan. 

 Sesungguhnya,dibentuknya peraturan lanjutan dalam bentuk Peraturan Bupati 

tentang tata cara pengenaan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang sebagai aturan 

turunan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 bertujuan untuk 

mendatangkan kebaikan, yakni ketika aturan sanksi dalam peraturan daerah masih 

umum maka diperlukan peraturan lebih lanjut agar penegakan hukum terkait dengan 

pelanggaran tata ruang dapat dilaksanakan dengan maksimal (Abidin, 2012; Jazuli, 

2017; Sri Rahayu et al., 2022), kemaslahatan tersebut termasuk Maslaḥah yang hakiki.  

Tidak adanya aturan yang jelas mengenai aturan sanksi izin kawasan pertambangan 

khususnya mengenai kawasan pertambangan batuan akan menimbulkan pelanggaran 

yang lebih banyak (Pratama, 2024c). Oleh karena itu, adanya peraturan bupati 

tersebut termasuk Maslaḥah yang hakiki dimana kemaslahatannya benar-benar dapat 

membawa kemanfaatan dan menolak adanya keburukan.  

Kedua, kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang bersifat umum bukan 

khusus. Seperti yang diketahui bersama, ketika terjadi pelanggaran tata ruang seperti 

pelanggaaran izin kawasan pertambangan khususnya pertambangan batuan akan 

berkaitan juga dengan keseimbangan alam sekitar (Suharyo, 2017b). Alam tersebut 

sebagai suatu anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah S.W.T kepada 

makhluknya. Alam ini akan mencukupi segala hal yang kita butuhkan, dimulai dari 

udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga sumber daya alam yang menunjang 

kehidupan sehari-hari. Alam yang menyuguhkan keindahan yang bisa kita nikmato 

manfaatkan (Pratama et al., 2025). Melestarikan dan menjaga alam merupakan suatu 

keharusan bagi setiap manusia sebagai bentuk rasa syukur atas pemberian Tuhan. Jika 
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aturan sanksi tersebut jelas maka dalam penindakan pelanggaran tata ruang 

khususnya izin kawasan pertambangan batuan akan lebih optimal dan keletarian alam 

serta keadilan masyarakat banyak akan terwujud (Latofah, 2024).  

Ketiga, kemaslahatan tersebut selaras dengan tujuan syara‟ dan tidak 

bertentangan dengan dalil yang qat’i. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah 

dimuka bumi, selain untuk menjadi pemimpin mereka dibekali akal untuk mampu 

menjaga, merawat, dan melestarikan alam. Etika dan moral yang diberikan kepada 

manusia menjadikan mereka untuk tidak berbuat kerusakan alam (Latofah, 2024; 

Yusuf, 2019). Dalam konteks Maslaḥah peraturan yang jelas mengenai sanksi 

pertambangan akan mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan 

penambangan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak 

negatif (Abidin, 2012; Frastiawan & Sup, 2019). 

 Seperti yang kita ketahui melakukan pelanggaran kawasan pertambangan 

batuan berarti sama halnya melakukan kegiatan merusak alam dimana sikap ini 

termasuk dosa yang dianggap sama beratnya dengan dosa terhadap manusia, karena 

alam merupakan ciptaan Tuhan yang patut dilestarikan. Seperti halnya dalam Agama 

Islam, agama tersebut  lahir sebagai rahmatan lil alamin dimana secara etimologis 

bermakna kasih sayang bagi semesta alam. Islam  mengajarkan perlunya menjaga dan 

memlihara keindahan yang diciptakan oleh Allah SWT, apalagi seperti yang kita 

ketahui manusia sebagai makhluk sosial juga sangat bergantung dengan alam.  

Didalam agama Islam , keharusan menjaga dan mengelola alam atau lingkungan 

banyak disebutkan dalam ayat al-Qur‟an. Menjaga, mengelola, dan melestarikan alam 

merupakan suatu keharusan bagi setiap orang. Hal ini senada dengan firman Allah 

dalam surat Al-Baqarah ayat 60 (Indonesia, 2014).  

سِدِْ نَ 
ْ
رْضِ مُف

َ ْ
وْا فِِ الْ

َ
عْ 
َ
 ت
َ
ِ وَلَ

ه
ِ  اللّٰ

ْ
ُ وْا مِنْ رِّ  َ

ْ وْا وَااشْرَ
كُ
 
كُ
  

Artinya : Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah 
melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. 

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasannya salah satu tugas manusia di bumi 

adalah untuk melindungi alam atau lingkungan sekitar dari kerusakan. Allah 

memberikan bekal akal kepada manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya untuk 

menjaga, melindungi dan melestarikan bukan untuk merusak bahkan membiarkan 

kerusakan, dan mengeksploitasi tanpa batas. Menjaga lingkungan yang ada sama 

halnya dengan menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan. 
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Allah membolehkan manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan apa yang 

sudah diciptakannya, yakni manusia disini harus memanfaatkannya dengan baik dan 

tidak semena-mena dalam mengeksploitasinya (Pratama & Sekar, 2024). Islam  juga 

menganjurkan bahwa manusia harus mampu bersikap adil dan seimbang dalam 

berinteraksi yaitu interaksi antara manusia dengan Tuhan (hablun minallah) dan 

manusia dengan manusia dan alam. Tuhan sebagai pencipta alam sedangkan manusia 

dengan alam mempunyai posisi yang setara(Zuhdi, 2015). Manusia diberi hak oleh 

Allah untuk mengelola alam, namun pada saat itu juga Allah memberikan perintah 

kepada manusia untuk memelihara keseimbangan alam dengan sebaik-baiknya. 

 

Simpulan 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 muncul sebagai aturan dasar dalam penegakan hukum 

terkait dengan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batang. Regulasi 

mengenai arahan sanksi yang diberikan ketika terjadi pelanggaran perda tersebut sesuai 

dengan Pasal 142 adalah dalam bentuk sanksi administratif atau sanksi yang bersifat non 

pidana. Namun dalam ketentuan sanksi tersebut tidak dijelaskan lebih rinci mengenai tata 

cara pengenaan sanksi administratif tersebut. Peraturan Bupati sebagai aturan turunan 

mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut tidak ada dan baru terbentuk 

serta disahkan pada akhir tahun 2024, berarti dalam hal ini terjadi leemten van normen atau 

kekosongan hukum aturan mengenai peraturan lanjutan tata cara pengenaan sanksi 

pelanggaran tata ruang selama kurang lebih 5 (lima) tahun dari dikeluarkannya Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2019. Keterlambatan pembentukan peraturan bupati sebagai 

aturan turunan mengenai pengenaan sanksi pelanggaran tata ruang berimbas menimbulkan 

berbagai permasalahan. Adapun permasalahan tersebut adalah bahwa dalam kurun waktu 

tahun 2022-2024 ditemukan berbagai kasus pelanggaran tata ruang khususnya dalam izin 

kawasan pertambangan batuan yang mengakibatkan dampak terjadinya kerusakan alam dan 

bencana alam, akses jalan  yang rusak serta kerugian pemerintah daerah dalam perolehan 

pajak dari kegiatan pertambangan batuan yang tidak sesuai dengan kawasan yang diatur 

dalam peraturan daerah tata ruang. Selain itu, Penegakan hukum juga menjadi belum 

maksimal walaupun sudah ditertibkan namun kegiatan pelanggaran izin kawasan 

pertambangan batuan masih bisa tetap muncul kembali dikarenakan aturan tata cara lebih 

lanjut mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran perda tata ruang khususnya 

pelanggaran izin kawasan pertambangan belum dijelaskan secara tegas dan jelas. 
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Maslaḥah berkaitan dengan sudut pandang akal sehat manusia terhadap segala hal 

yang mendatangkan kebaikan serta menghindarkan dari kemafsadatan. Kekosongan 

pengaturan lanjutan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang 

khususnya sanksi izin kawasan pertambangan batuan mendatangkan banyak kemudharatan. 

Tidak ada aturan yang tegas mengenai pengenaan sanksi tersebut berakibat semakin 

banyaknya kasus pelanggaran aktivitas pertambangan yang akan mendatagkan dampak 

negatif, sehingga dalam hal ini tidak mengacu pada kemaslahatan masyarakat. Dalam 

konteks Maslaḥah peraturan yang jelas mengenai sanksi pertambangan akan mencegah 

kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan penambangan memberikan manfaat 

bagi masyarakat sehingga adanya aturan sanksi tersebut haruslah ditegakkan agar mampu 

menciptakan kemaslahatan umum bagi masyarakat. 
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